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ABSTRAK

Natasya Amalia (21042053) : Evaluasi Upaya Pemerintahan
Nagari Dalam Penyelesaian
Sengketa Pembebasan Lahan Pada
Pembangunan Jalan Tol Padang-
Sicincin

Pembimbing : Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si.

Pembebasan lahan menjadi tahap penting dalam pembangunan infrastruktur,
seperti proyek Jalan Tol Padang—Sicincin, yang kerap menimbulkan konflik antara
masyarakat dan pihak terkait. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana
upaya Pemerintahan Nagari Sicincin berhasil mencapai tujuan dalam menangani
sengketa pembebasan lahan serta dampaknya terhadap hubungan antara nagari
dan warga. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan
pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan
dokumentasi.

Dalam penelitian ini teori evaluasi kebijakan publik menurut William Dunn
(2003:610)yang menekankan lima indikator utama evaluasi, yaitu efektivitas,
kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Indikator ini menjadi
pedoman dalam menilai sejauh mana Nagari Sicincin mampu menyelesaikan
konflik, memenuhi kebutuhan masyarakat, mendistribusikan manfaat secara adil,
memberikan kepuasan kepada masyarakat, dan menyesuaikan hasil kebijakan
dengan sasaran yang ditetapkan.

Temuan penelitian menunjukkan hasil evaluasi upaya Pemerintahan Nagari
Sicincin telah melaksanakan kebijakan sesuai prosedur dan norma yang berlaku,
dengan berbagai upaya seperti musyawarah, mediasi, dan koordinasi lintas pihak.
Namun, secara substantif masih terbatas karena adanya perbedaan persepsi
masyarakat, kompleksitas kepemilikan tanah, dan informasi ganti rugi yang belum
sepenuhnya sinkron. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan strategi
mediasi dan musyawarah yang inklusif serta kolaborasi antara hukum negara dan
hukum adat untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil, tepat sasaran, dan
berkelanjutan.

Kata kunci: Pembebasan Lahan, Sengketa Tanah, Pemerintahan Nagari Sicincin
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan tanah secara optimal oleh masyarakat Indonesia
merupakan perwujudan dari amanat UUD 1945, yang menjamin
keberadaan tanah sebagai bagian dari kekayaan alam. Hal ini ditegaskan
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwabumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sebagian besar aktivitas manusia
bergantung pada tanah, baik untuk tempat tinggal maupun sebagai sumber
mata pencaharian, seperti dalam pertanian, perikanan, dan perkebunan.
Karena peran tanah yang sangat penting dalam kehidupan, maka
pengaturan mengenai tanah serta hubungan manusia dengan tanah perlu
dipahami (Sukardi et al., 2020).

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan
bertekad menjadi negara maju. Salah satu langkah yang ditempuh adalah
membangun fasilitas publik yang bisa digunakan seluruh warga. Untuk
mewujudkan pembangunan merata, pemerintah pusat dan daerah perlu
melakukan alih fungsi lahan milik masyarakat demi kepentingan bersama,
khususnya dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) (Ridho
Feli, 2024)

Pengadaan tanah untuk PSN diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012

tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum.



Meski prosedur formal seperti sosialisasi, musyawarah, penilaian ganti
rugi, dan konsinyasi di pengadilan telah dijalankan, proses pembebasan
lahan di beberapa daerah, termasuk Sumatera Barat, sering menghadapi
konflik. Hal ini terlihat pada pembangunan Jalan Tol Padang—Sicincin,
yang merupakan tol pertama di Sumatera Barat dan telah dioperasikan
secara fungsional pada 21 Desember 2024.

Nagari Sicincin merupakan salah satu dari beberapa nagari yang
dilewati dalam proyek jalan tol Padang-Sicincin. Nagari Sicincin ini
berada di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatra Barat. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan di
Sumatera Barat, Nagari Sicincin dikelola oleh Pemerintah Nagari yang
bekerja sama dengan lembaga adat dan masyarakat. Pemerintahan Nagari
Sicincin ini berperan penting dalam mengelola administrasi pemerintahan,
pembangunan, serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Pembangunan jalan tol ini membawa dampak besar bagi
masyarakat di Nagari Sicincin, terutama dalam aspek pembebasan lahan.
Pemerintah Nagari Sicincin berperan sebagai penghubung antara
masyarakat dengan pemerintah daerah maupun pusat dalam proses
sosialisasi dan negosiasi pembebasan lahan. Selain itu, pemerintah nagari
juga berupaya memastikan bahwa pembangunan ini memberikan manfaat
bagi masyarakat setempat, termasuk dalam hal peluang ekonomi dan
pembangunan infrastruktur lokal. Peran aktif pemerintahan nagari, niniak

mamak, dan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan sangat penting



untuk memastikan bahwa pembangunan yang terjadi tetap selaras dengan
kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun temurun.

Sebagian besar lahan yang terkena proyek merupakan tanah ulayat
dan pusako tinggi, yang kepemilikannya bersifat komunal sesuai sistem
adat Minangkabau. Hal ini menyebabkan proses pembebasan lahan tidak
hanya berhadapan dengan aspek administratif sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Kepentingan Umum, tetapi juga berinteraksi dengan aturan adat
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Fenomena Pembangunan jalan tol Padang-Sicincin ini berdampak
ke Nagari Sicincin terkait kurangnya pemahaman masyarakat mengenai
proses ganti rugi, pro dan kontra di antara warga, serta status tanah ulayat
yang belum jelas. Selain itu, ada juga tantangan dalam verifikasi dan
penilaian ulang berkas yang menyebabkan keterlambatan dalam proses
pembebasan lahan. Hasil wawancara dengan salah satu warga Nagari
Sicincin yang tanahnya terdampak Proyek Pembangunan Jalan tol:

“....Pembebasan lahan ini rumit sekali, bahkan ada salah satu lahan

yang penyelesaiannya langsung ke Kejaksaan Agung, soalnya

banyak yang terlibat. Kami sebagai warga tentu nagari langsung
ambil keputusan sendiri. Harus ada dulu duduk bersama dengan
niniak mamak dan semua ahli waris. Masalahnya, di antara kami
pun dalam satu ranji saja (keluarga besar yang satu keturunan)
kadang ada yang mau terima ganti rugi, tapi ada juga yang nggak
setuju karena merasa nilainya kurang pas. Karena itulah prosesnya
jadi lama dan bikin suasana di kampung jadi agak tegang pada saat

itu” (Wawancara dengan ibu Wati selaku masyarakat Sicincin, pada
hari Rabu tanggal 16 Juli 2025).



Berdasarkan wawancara terlihat bahwa penolakan masyarakat
Nagari Sicincin muncul karena belum tercapainya kesepakatan bersama
terkait pelepasan tanah, yang sebagian besar merupakan tanah pusako
tinggi, dengan sengketa akibat nilai ganti rugi dianggap tidak sesuai,
ketidaksepakatan internal dalam kaum, pembagian uang yang tidak adil,
rendahnya partisipasi dalam musyawarah, dan minimnya literasi hukum.
Beberapa pemilik lahan bahkan membawa masalah ini ke Kejaksaan
Agung di Jakarta, menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa oleh
Pemerintahan Nagari dan pihak terkait masih menghadapi tantangan besar.
Keberatan ini juga terkait dengan makna adat dan historis tanah ulayat
sebagai warisan leluhur dan identitas masyarakat, sehingga masyarakat
menekankan pentingnya musyawarah bersama pemangku adat agar hak
kolektif mereka tetap diperhatikan dalam pembangunan jalan tol.

Pembangunan jalan tol dinilai merugikan karena melewati lahan
produktif dan pemukiman padat, mencakup 246 rumah, serta fasilitas
umum seperti sekolah dasar, puskesmas, dan masjid (Anggraini et al.,
2023). Selain isu ganti rugi dan kepemilikan tanah, masyarakat juga
mengeluhkan dampak konstruksi dan meminta kompensasi, seperti akses
gratis ke tol atau peluang kerja bagi warga (Khumairoh et al., 2022).

Pemerintahan Nagari Sicincin memiliki peran yang sangat penting
dalam penyelesaian sengketa pembebasan lahan ini dengan pihak

masyarakat nagari Sicicin agar Proyek Jalan tol ini tetap bisa berjalan



dengan baik. Hal ini dibuktikan dalam wawancara dengan Sekretaris Wali
Nagari Bapak Gito Fadli yang menyatakan:

“...Dalam penyelesaian masalah sengketa lahan ini, kami di
pemerintahan nagari berperan sebagai penghubung utama antara
masyarakat dan pihak yang berkepentingan, Apalagi Kepala
jorong memiliki peran yang sangat penting karena mereka lebih
dekat dengan masyarakat di tingkat jorong dan mengetahui
langsung kondisi masyarakat disana. Selain itu, kami juga harus
melibatkan seluruh anggota keluarga yang memiliki tanah karena
mereka juga bagian dari struktur kepemilikan tanah”(Wawancara
dengan Sekretaris Wali Nagari Sicincin, 2024)

Dari Wawancara di atas, pemerintahan Nagari Sicincin tidak hanya
bertindak sebagai perantara, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam
mengupayakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu
agar dapat menghadapi sengketa terkait pembebsan lahan ini langkah awal
yang menjadi upaya dari Wali Nagari adalah musyawarah rencana
pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan wawancara Bapak Gito Fadli
S.Kom selaku Sekretasis Kantor Wali Nagari Sicincin:

“...Langkah awal kami adalah mengadakan Musrenbang di kantor

Camat 2x11 Enam Lingkung agar rencana pembangunan jalan tol

selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kami juga

menggelar musyawarah di kantor Wali Nagari Sicincin bersama
niniak mamak dan warga terdampak, untuk mendengar aspirasi dan
menyampaikan informasi dari pemerintah terkait proses
pembebasan lahan”(Wawancara dengan Bapak Gito Fadli S.Kom

selaku Sekretaris Wali Nagari Sicincin, pada hari Selasa tanggal 9

Oktober 2024).

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan nagari berupaya
menciptakan ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah, sehingga

masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi turut berperan

aktif dalam perumusannya. Ini juga mencerminkan fungsi pemerintahan



nagari sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat lokal dan program
nasional, terutama dalam menghadapi proyek strategis seperti jalan tol.

Pemerintahan Nagari sicincin, melalui wali nagari, wali jorong dan
niniak mamak berusaha menyelesaikan sengketa ini dengan mengambil
keputusan yang sesuai dengan keadaan yang ada. Hal ini dibuktikan dalam
wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Bapak Gito Fadli S.Kom yang
menyatakan:

“..Lahan yang digunakan oleh proyek pembangunan ini dan

sekarang sudah jadi jalan tol itu adalah hasil perubahan jalur dari

rencana awalnya, dan itu salah satu hasil dari upaya agar
menyelesaikan konflik ini dan Pembangunan tetap jalan”

(Wawancara dengan Bapak Gito Fadli S.Kom selaku Sekretaris

Wali Nagari Sicincin, pada tanggal 9 Oktober 2024).

Dari wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa Pemerintahan
Nagari Sicincin menghadapi berbagai tantangan dalam merespons
pembangunan Jalan Tol Padang—Sicincin, terutama dalam hal pembebasan
lahan yang menyangkut tanah masyarakat dan tanah wulayat agar
pembangunan jalann tol ini tetap terlaksana dengan baik.

Beberapa masyarakat di Nagari Sicincin menunjukkan sikap
enggan untuk membahas kembali peristiwa pembebasan lahan yang terjadi
selama pembangunan jalan tol. Sikap ini muncul bukan tanpa alasan,
melainkan karena pengalaman konflik yang sempat memecah hubungan
sosial antarwarga, serta tekanan emosional yang mereka rasakan saat
menghadapi proses negosiasi dan ganti rugi.

Dalam keterbatasan kewenangan yang dimiliki, Pemerintahan

Nagari Sicincin telah melakukan berbagai upaya untuk menengahi



kepentingan pembangunan negara dengan kepentingan masyarakat dalam
mempertahankan hak atas tanah. Upaya tersebut antara lain melalui
penyelenggaraan musyawarah untuk menampung aspirasi warga, pelibatan
niniak mamak dan tokoh masyarakat dalam proses musyawarah, serta
memfasilitasi komunikasi antara warga dengan pihak proyek melalui
kegiatan mediasi dan penyesuaian jalur pembangunan. Namun, upaya-
upaya tersebut perlu dievaluasi mengingat selama proses pembebasan
lahan sempat terjadi konflik, ketegangan, dan penolakan dari sebagian
masyarakat. Meskipun proyek pembangunan jalan tol telah selesai, jejak
ketegangan sosial masih terasa di tengah masyarakat, yang menunjukkan
bahwa penyelesaian sengketa belum sepenuhnya mampu mengakomodasi
kepentingan semua pihak secara optimal.

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas
tersebut, penulis tertarik untuk melkaukan penelitian dengan judul :
“Evaluasi Upaya Pemerintahan Nagari Sicincin dalam menyelesaikan
Sengketa Pembebasan Lahan pada Pembangunan Jalan Tol Padang-
Sicincin”

B. Identifikasi Masalah
1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap nilai ganti rugi dan status tanah
ulayat masyarakat Nagari Sicincin mengalami ketidaksetujuan
terhadap nilai ganti rugi yang dianggap tidak sepadan dengan nilai

tanah ulayat yang bersifat adat dan diwariskan secara turun-temurun.



2. Upaya dari Pemerintahan Nagari Sicincin yang belum sepenuhnya
dalam menyelesaikan sengketa pembebasan lahan, mengingat
banyaknya pihak yang terlibat dengan kepentingan yang berbeda-beda.

3. Dampak sosial yang masih terasa pascaproyek Meskipun proyek

pembangunan jalan tol telah selesai.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan dan untuk
menjaga agar permasalahan tidak meluas, serta mengingat keterbatasan
penulis, maka penelitian ini dibatasi pada “Evaluasi Upaya Pemerintahan
Nagari Sicincin dalam Menyelesaikan Sengketa Pembebasan Lahan pada

Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin.”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari
Sicincin dalam menyelesaikan sengketa pembebasan lahan untuk
pembangunan jalan tol Padang-Sicincin?

2. Bagaimana dampak hubungan antar masyarakat dengan pemerintahan

Nagari pasca penyelesaian sengketa pembebasan lahan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari
Sicincin dalam menyelesaikan sengketa pembebasan lahan untuk
pembangunan jalan tol Padang-Sicincin.

2. Untuk menganalisis dampak hubungan antar masyarakat dengan

pemerintahan nagari pasca penyelesaian sengketa pembebasan lahan.



F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka diharapkan penelitian ini
dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam
bidang pemerintahan nagari, administrasi pembangunan, dan dapat
menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang dengan

cakupan yang lebih detail dan mendalam.

2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
Pemerintah Nagari, masyarakat, dan peneliti lainnya. Bagi Pemerintah
Nagari, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
merumuskan kebijakan penyelesaian sengketa lahan yang lebih baik .
Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang
peran pemerintah nagari dalam menangani konflik lahan dan dampaknya
terhadap kesejahteraan. Sementara bagi peneliti lain, penelitian ini dapat
menjadi referensi untuk kajian serupa di bidang pembangunan

infrastruktur
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi terhadap upaya Pemerintahan
Nagari Sicincin dalam menyelesaikan sengketa pembebasan lahan Jalan Tol
Padang—Sicincin menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural telah
memenuhi ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 melalui serangkaian musyawarah
dan mediasi, secara substantifnya masih terbatas akibat dominasi norma adat
dan kompleksitas kepemilikan tanah ulayat. Nagari berhasil berperan sebagai
mediator yang responsif, namun dihadapkan pada tantangan ketidakpuasan
masyarakat terhadap nilai ganti rugi, ketidakmerataan akses informasi, serta
keterbatasan kewenangan yang menjadikan penyelesaian konflik belum

sepenuhnya mencapai tingkat keadilan yang diharapkan.

Penyelesaian sengketa pembebasan lahan Jalan Tol Padang—Sicincin tidak
merusak hubungan antara Pemerintah Nagari Sicincin dan masyarakat, karena
nagari dipandang hanya sebagai fasilitator yang menjaga komunikasi dan
bukan penentu nilai ganti rugi. Kehadiran musyawarah serta Kerapatan Adat
Nagari (KAN) memperkuat legitimasi adat dan menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah nagari. Namun, dampak negatif lebih banyak
muncul dalam hubungan internal masyarakat, khususnya konflik antar anggota
kaum terkait pembagian ganti rugi tanah pusako tinggi. Meski kewenangan
nagari terbatas, jalur komunikasi yang tetap dijaga melalui wali korong dan

musyawarah adat menunjukkan responsivitas pemerintah nagari, sehingga
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hubungan dengan masyarakat tetap harmonis, sementara persoalan utama

justru terletak pada dinamika internal kaum.

Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan, maka terdapat beberapa saran

yang dapat diberikan, antara lain:

Bagi Pemerintah Nagari Sicincin, diharapkan dapat meningkatkan
transparansi dan pemerataan informasi kepada seluruh masyarakat terdampak,
sehingga tidak hanya perwakilan kaum yang memahami prosedur dan hasil
musyawarah.

Bagi Kerapatan Adat Nagari (KAN), perlu memperkuat mekanisme
pengawasan pembagian ganti rugi tanah pusako tinggi agar konflik internal
antar anggota kaum dapat diminimalisir.

Bagi masyarakat terdampak, diharapkan lebih aktif terlibat dalam
musyawarah serta menjaga komunikasi internal keluarga, sehingga tidak
terjadi kesalahpahaman dalam pembagian hak ganti rugi.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggali lebih dalam aspek
sosial-ekonomi pasca pembangunan jalan tol, agar dapat dilihat dampak

jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.
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